
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG 
NOMOR    12   TAHUN 2008 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  

KOTA SERANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SERANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan 
pelayanan terhadap masyarakat serta iklim investasi 
dan dunia usaha yang kondusif, maka perlu didukung 
dengan pemberian pelayanan perijinan yang efektif, 
efisien dan transparan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Serang. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

4. Undang-Undang ......................... 
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4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

11. Undang-Undang ......................... 
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4748); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4736); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang 
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7). 

 

Dengan ......................... 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG 

dan 

WALIKOTA SERANG 

M E M U T U S K A N  :  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

BADAN PELAYANAN  TERPADU DAN PENANAMAN 

MODAL KOTA SERANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Serang; 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Kota Serang; 

4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

5. Walikota adalah Walikota Serang; 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang; 

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang; 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, 
secretariat DPRD ,dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan 
kelurahan; 

9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang; 

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang; 

11. Badan Pelayanan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan 
merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai 
kewenangan di bidang pelayanan perijinan; 

 

12. Penanaman ......................... 
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12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia; 

13. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 

menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu; 

14. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ 

kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha; 

15. Tim Teknis adlah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja 

perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan 

pelayanan perijinan; 

16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural; 

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai 

keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pelayanan Terpadu dan 
Penanaman Modal.  

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal adalah merupakan unsur 

pendukung tugas Walikota;  

(2) Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal didukung oleh sekretariat 

yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 

Paragraf 2 

Tugas  

Pasal 4 

(1) Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di 
bidang perijinan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang Penanaman Modal. 

 

(2) Badan ......................... 
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(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola semua perijinan dan 

non perijinan secara terpadu, kecuali yang secara teknis tidak dapat ditangani 

oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, 

terdiri  dari : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Perijinan Non Usaha, membawahkan  

1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Non Usaha  

2. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan  Non Usaha 

3. Tim Teknis 

d. Bidang Perijinan Usaha, membawahkan; 

1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Usaha 

2. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Usaha 

3. Tim Teknis 

e. Bidang Data dan Sistem Informasi, membawahkan;  

1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi 

2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan 

3. Tim Teknis 

f. Bidang Penanaman Modal, membawahkan; 

1. Sub Bidang Pr omosi dan Pemasaran 

2. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerja Sama Investasi 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 6 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan. 

 

Pasal ......................... 
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Pasal 7 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk. 

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 8 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib menerapkan 
prinsip koordinsai, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. 

(2) Setiap kepala satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap kepala satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahannnya masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

(4) Setiap kepala unit kerja wajib mengikuti dan mamatuhi petunjuk serta 
bertanggungjawab kepada kepala satuan kerja masing-masing dan 
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(5) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib mengadakan 
rapat berkala. 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 9 

(1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Badan Pelayanan Terpadu 
diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya; 

(2) Pejabat Struktural dan Fungsional pada Badan Pelayanan Terpadu dan 
Penanaman Modal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

ESELONERING 

Pasal 10 

(1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b; 

 

(2) Sekretaris ......................... 
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(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a; 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b; 

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural 

eselon IV.a. 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Pembiayaan setiap kegiatan pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman 

Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan 

terpadu dan penanaman modal berkewajiban dan bertanggungjawab untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan perijinan dan investasi. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 13 

Rincian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

(1) Semua Peraturan pelaksana yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini masih tetap dinyatakan berlaku sampai dengan dikeluarkannya 
ketentuan yang baru. 

(2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
ditetapkan. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Nomor 3 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal ......................... 
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Pasal 16 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Walikota. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Serang. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 14 November 2008   

  

PENJABAT WALIKOTA SERANG,  

  

  

TTttdd  

  

AA SS MM UU DD JJ II   HH WW   

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 25 November 2008 

 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

Ttd 

 

 SS UU LL HH II   

  

 

L E M B A R A N  D A E R A H  K O T A  S E R A N G  T A H U N  2 0 0 8   

N O M O R  1 2  


